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Tesisini membahas mengenai kegiatan perbankan yang kini semakin meluas, tidak hanya melayani aktivitas
simpan pinjam akan tetapi Bank juga menjalankan kegiatan dalam melayani transaksi perdagangan
instrumen pasar modal, seperti Efek Reksa Dana. Kegiatan Bank sebagai Agen Penjual Efek Reksa Dana
(APERD) diperbolehkan berdasarkan ketentuan Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 10 Tahun 1999, dan diatur pelaksanaannya antara
lain dengan Surat Edaran Bank Indonesia No. 7/19/DPNP tanggal 14 Juni 2005 perihal Penerapan
Mangjemen Risiko pada Bank yang Melakukan Aktivitas Berkaitan dengan Reksa Dana sebagaimanatelah
diubah dengan Surat Edaran Bank Indonesia No. 11/36/DPNP tanggal 31 Desember 2009 serta K eputusan
K etua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga K euangan No. KEP-11/BL /2006 tanggal 30 Agustus
2006 tentang Pedoman Perilaku Agen Penjual Efek Reksa Dana Peraturan No. V.B.4. Namun demikian,
dalam menjalankan aktivitasnya sebagai APERD dapat sgjaterjadi kemungkinan dimana Bank melakukan
pelanggaran hukum dan mengakibatkan kerugian bagi Nasabah yang menggunakan layanan Bank tersebut
dalam transaks Efek Reksa Dana.

Di Indonesia memang belum terdapat ketentuan hukum yang secara khusus bertujuan untuk melindungi
kepentingan Nasabah pengguna layanan perbankan dalam transaksi perdagangan Efek Reksa Dana, akan
tetapi sejumlah aturan hukum yang dituangkan dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang
Perlindungan Konsumen (?Undang-Undang Perlindungan Konsumen?) ternyata layak untuk diterapkan
sebagaimana telah dicontohkan dalam Putusan Pengadilan Negeri Surakarta No.58/Pdt.G/2010/PN.Ska.
Dengan memposisikan Nasabah Bank sebagai Konsumen dan Bank sebagai Pelaku Usaha sebagaimana
hubungan hukum yang diatur dalam Undang- Undang Perlindungan Konsumen, maka Bank sebagai Pelaku
Usaha memiliki sejumlah kewajiban dan tanggung jawab yang harus dipenuhi terhadap Nasabahnya.
Apabila Bank terbukti melanggar kewajiban hukumnya sehingga menimbulkan kerugian bagi para Nasabah,
maka sudah selayaknya jika Bank bertanggung jawab untuk membayar ganti rugi dengan mengacu pada
ketentuan-ketentuan di dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang diterapkan dengan tujuan
untuk memberikan perlindungan hukum bagi Nasabah pengguna layanan Perbankan.

<hr>This thesis discusses the activities of Banks which are now expanding, not only serve the activities of
savings and loans but the Bank also conducts activity in the service of trade transactions of capital market
instrument, such as the Investment Fund. Activities of the Bank as the Sales Agent of Investment Fund
(APERD) alowed under the provisions of Law No. 7 of 1992 regarding Banking as amended by Law No.
10 of 1999, and governed its implementation by Circular Letter of Bank Indonesia No. 7/19/DPNP dated 14
June 2005 regarding the Application of Risk Management to the Bank which Conduct Activities Related to
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Investment Fund as amended by Circular Letter of Bank Indonesia No. 11/36/DPNP dated 31 December
2009 and also, Decision of the Chairman of Capital Market Supervisory Agency and Financia Institution
No. KEP-11/BL/2006 dated 30 August 2006 Regulation No. V.B.4. regarding the Code of Conduct for the
Sales Agent of Investment Fund. However, in performing service as the Sales Agent of Investment Fund,
there were some possible violations of law committed by the Bank which can cause damage to the Customer
who use Bank?s services.

Although Indonesia does not have laws which are specifically aim to protect the interests of users of
Banking services in the relation with Customer's trading Investment Fund, but the provisions of law as
outlined in the Law No. 8 of 1999 regarding Consumer Protection ("Consumer Protection Law") was
appropriate to be applied as has been exemplified in the Decision of the District Court of Surakarta
No0.58/Pdt.G/2010/PN.Ska. By assuming the users of Banking services as the Customer, the Bank as the
Business Actor and their legal relationship as set out in the Consumer Protection Law, then the Bank as the
Business Actor has a number of obligation and responsibility to be fulfilled to its Customers. If the Bank
proved to have violated its legal obligation which causing damages to its Customer, then the Bank must be
responsible for paying damages by reference to the provisionsin the Consumer Protection Law which can
be applied in order to provide legal protection for the Customer as the users of Banking services.



